
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAEIUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU

DAN BADAN ADHOC DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat

(1) dan pasal 15 ayat (l) Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan

dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil

Walikota;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum menggunakan sarana

teknologi informasi untuk pendaftaran dan pendataan

dalam pembentukan Badan Adhoc yang selanjutnya

disebut dengan Sistem Informasi Anggota Komisi

Pemilihan Umum dan Badan Adhoc (SIAKBA);

c. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan seleksi

Badan Adhoc, perlu menetapkan Admin dan Operator

Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum

dan Badan Adhoc di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Selayar untuk

Pemilihan Gubernur dal Wakil Gubernur, Bupati dan
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Mengingat

Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2024;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan

Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota KPU

dan Badan Adhoc dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota Tahun2024;

1. Undang-Undang Nomor l Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tent-arrg Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O

tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2Ol4 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor L82, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 terrtang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
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Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor B Tahun 2019 tentang

Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 3771;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun

2024 tentangTahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2O24 (Beita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun

2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi

Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc

sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tabun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024

tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota T ahun 2024

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM

INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN ADHOC DALAM

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi

Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan pengelola dari Sistem

Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan

Adhoc di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota Ta}run 2024 dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

Betanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Selayar bagian anggaran O76 Tahun 2O24.

jdih.kpu.go.id/sulsel/kepulauanselayar



KEEMPAT

KELIMA

-5-

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa

tanggungiawab.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 22 April 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

AHMAD BASRI

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

tLl a,

Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

v

Idrus
t)

+l
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KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN
ADHOC DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN
ADHOC DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 22 APril2024

dengan aslinya
T KOMISI PEMILIHAN UMUM

SELAYAR
Sub

ttd

sgrn
,-Y

lj'

NO NAMA JABATAN
JABATAN

DALAM
SIAKBA

1

Andi Ruslam Idrus
NIP. 1981 101020 t0t21003
Penata Tk.I/III.d

Kepala Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia Admin

2 Abu Thalib
NIP. 1970 t02720t2t21 004
Pengatur/II.c

Pelaksana Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia

Operator

3 Nur Putriyana Alang
NrP. 198 106032009022006
Penata Tk.I/III.d

Pelaksana Sub Bagian
Keuangan, Umum, dan
LoSistik

Operator
Pendukung

4 Frelly Armansyah
NrP. 1 99507 302020121007
Penata Muda/III.a

Pelaksana Sub Bagian Hukum
Dan Sumber Daya Manusia

Operator
Pendukung

5 Mulyati
NrP. 1978052920 1212200 |
Pengatur/II.c

Pelaksana Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Operator
Pendukung

6 Andi Nurmaya Tenaga Pendukung Operator
Pendukung

7 Arwin Arifin Tenaga Pendukung Operator
Pendukung

8 Muh. Asyari Rahman Tenaga Pendukung Operator
Pendukung

9 Nurmala Dewi Tenaga Pendukung Operator
Pendukung

10 Padaruddin Tenaga Pendukung Operator
Pendukung

11 Samsutin Tenaga Pendukung Operator
Pendukung

*
EI hRl [1

Idrus

Hukum dan Sumber DaYa Manusia, AHMAD BASRI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

*l
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